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ABSTRAK 
 
DEASY AMBAR KURNIASARI (8105128012), Laporan Praktik Kerja 
Lapangan Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Sekretariat 
Jenderal Kementerian keuangan Republik Indonesia. Pada biro Perencanaan dan 
Keuangan bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada unit DJPU, satu 
bulan terhitung tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014. 
 
Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk mendapatkan pengalaman kerja 
sebelum memasuki dunia kerja dan memperoleh surat keterangan kerja 
(referensi) dari instansi terkait serta agar mahasiswa ataupun mahasiswi dapat 
meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang telah di 
dapatkan pada masa perkuliahan. Penulisan laporan ini bertujuan untuk 
memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan 
Univesitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Pelaksanaan kerja 
yang dilakukan Praktikan selama PKL adalah mempelajari SIstem Akuntansi 
Instansi (SAI 2013) dan TFMT PPAT, melakukan sistem akuntansi, meneliti 
kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi 
pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada unit 
eselon I DJPU. 
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Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan menghadapi beberapa 
kendala yaitu Penggunaan istilah yang cukup sulit dilakukan dilakukan oleh 
praktikan karena  penggunaan beberapa istilah dalam akuntansi yang 
sebelumnya belum pernah dipelajari, sehingga Praktikan mempelajari dan 
banyak bertanya mengenai istilah-istilah yang ada dalam instansi tersebut. 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, Praktikan dapat mengambil kesimpulan 
bahwa Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu program tentang proses 
pembelajaran nyata dan dapat menambah wawasan Praktikan guna menghadapi 
dunia kerja pada masa yang akan datang. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karna atas rahmat-Nya 
Praktikan dapat dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Praktik kerja ini dilaksanakan 
untuk memenuhi persyaratan akademik pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,UniversitasNegeri Jakarta. 
 
Dalam Penulisan ini Praktikan banyak mendapatkan bantuan dari berbagai 
pihak.Untuk itu ,pada kesempatan ini Praktikan ingin menyampaikan terimakasih 
kepada :  
1. Santi Susanti S.Pd. M.Ak, selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan 
dan selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 
2. Dr.Siti Nurjanah, S.E. M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi 
3. Drs.Nurdin Hidayat,MM,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. 
4. Dedy Purwana, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
5. Sumiati, selaku Kepala Biro Perancanaan dan Keuangan yang telah 
memberikan izin pada Praktikan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di 
Biro Perencanaan. 
6. Budi Kurnaiwan, selaku Kepala TU Biro Perencanaan dan Keuangan yang 
telah memberikan izin kepada Praktikan untuk melakukan Praktik Kerja 
Lapangan 
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7. Anne Serfiana, selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Laporan yang telah 
memberikan izin kepada Praktikan untuk melakukan Praktik dibagian 
Akuntansi Laporan. 
8. Windi Efriady Atmaja dan Bima Hari Wibowo, selaku staf Akuntansi dan 
Pelaporan bagian Aset Lancar yang telah banyak membantu dalam 
penyusunan laporan ini. 
9. Untung Santosa, selaku Pembimbing  yang telah membantu Pratikan selama 
mencari informasi 
10. Seluruh Staf yang telah membantu Praktikan dalam memenuhi dan 
melaksanakan PKL  
11. Kepada kedua orang tua Bapak Kisworo dan Ibu Isty serta adik yang  terus 
memberikan dukungan dan motivasi sehingga Praktikan dapat menyelesaikan 
laporan dengan baik 
12. Kepada sahabat-sahabat terkasih Anna Merry, Agustina Herlina dan Anjel 
Veronica yang telah memberikan tawa, canda dan dukungan kepada Praktikan 
dalam mengerjakan Laporan PKL. 
 
Praktikan menyadari masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan 
Laporan PKL ini. Oleh karena itu Praktikan sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun dari semua pihak.  
Praktikan berharap semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat 
memberikan masukan yang bermanfaat bagi Praktikan dan para pembaca serta 
teman-teman mahasiswa pada khususnya. 
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Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya 
bagi mahasiswa/i yang ingin magang atau melakukan Praktik Kerja 
Lapangan(PKL) Di Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakarta, 13 November 2014 
 
 
Praktikan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Indonesia dikenal sebagai negara yang berkembang. Salah satu indikator 
dari negara yang berkembang adalah meningkatnya jumlah penduduk yang 
produktif. Salah satu tugas sebagai negara yang berkembang adalah menyiapkan 
para generasi mudanya untuk bisa ikut serta atau berpartisipasi dalam persaingan 
perekonomian dunia, khususnya persaingan dalam memasuki pasar atau dunia 
kerja saat ini. 
Adapun cara untuk mempersiapkan generasi muda sebagai calon tenaga 
kerja dalam memasuki pasar atau dunia kerja yaitu dengan meningkatkan kualitas, 
kompetensi serta keahlian yang dimiliki oleh para calon tenaga kerja untuk 
menyesuaikan kebutuhan di dunia pendidikan dengan dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin 
meningkat pesat serta globalisasi yang mulai mempengaruhi kemajuan suatu 
negara, tentunya hal tersebut akan mempunyai dampak yang dapat dirasakan 
secara langsung bagi lulusan Perguruan Tinggi khususnya di Indonesia. 
Dewasa ini perguruan tinggi berlomba-lomba dan bersaing untuk 
menyiapkan para mahasiswa sebagai lulusannya untuk menghasilkan lulusan yang 
lebih unggul dalam segi kualitas, memiliki kompetensi dan keahlian sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja serta dapat bersaing untuk menjadi yang terbaik 
dalam dunia kerja. 
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Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memberikan kesempatan kepada 
mahasiswanya, khususnya mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dengan 
mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk menjalani program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) agar para mahasiswanya mendapatkan pengetahuan dan 
pengalaman yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja, sehingga teori yang 
di dapat dari lingkungan akademik dapat diaplikasikan dalam lingkungan kerja. 
Selain itu, program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat dijadikan 
sebagai wadah atau tempat mahasiswa yang melaksankan PKL untuk mengenal 
dan melatih diri dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja 
yang nyata mulai dari orang-orang yang bekerja di dalamnya, lalu bagaimana 
kondisi lingkungan kerja, serta aturan-aturan apa saja yang berlaku dan harus 
dipatuhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh mahasiswa berguna 
untuk mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. 
Pengalaman yang didapat dari program PKL diharapkan menjadi suatu bekal yang 
dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut 
dapat menyelesaikan studinya dan dapat memasuki dunia kerja. 
Dalam program PKL ini, Praktikan memilih instansi pemerintahan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai tempat untuk melaksanakan 
program PKL karena perusahaan tersebut dapat menerima mahasiswa untuk 
menjalankan program PKL dan praktikan ditempatkan pada Bagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan tepatnya pada bagian asset lancar sesuai dengan bidang 
studi yang saat ini dijalani oleh Praktikan selama perkuliahan. 
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Selama PKL ini, praktikan diberikan bimbingan dan pengarahan dengan 
jelas mengenai bidang pekerjaan yang akan praktian kerjakan dan lingkungan 
kerja dimana praktikan ditempatkan, agar dapat menjalankan tugas yang diberikan 
dengan baik dan bertanggung jawab serta patuh terhadap peraturan yang diberikan 
oleh pimpinan sehingga Praktikan memiliki pola pikir yang kreatif, inovatif, 
penuh inisiatif, dan siap memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 
Berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan program PKL ini 
berkaitan dengan tugas yang diberikan baik secara internal (dalam diri Praktikan) 
maupun eksternal (luar diri Praktikan). Secara internal, permasalahan yang 
muncul berasal dari dalam diri Praktikan, seperti kurangnya konsentrasi dalam 
menjalankan pekerjaan yang diberikan pembimbing kepada Praktikan sehingga 
Praktikan mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan tesebut. 
Selain itu kurangnya informasi yang dimiliki Praktikan mengenai sistem 
yang digunakan oleh perusahaan tersebut, yang membuat Praktikan harus banyak 
berlatih utnuk menggunakan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan 
permasalahan eksternal yaitu banyaknya karyawan yang kurang disiplin dalam 
menjalankan pekerjaannya, sehingga tidak ada karyawan yang menempati 
ruangannya di saat jam kerja berlangsung. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang PKL diatas, maka maksud dilaksanakannya 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara lain : 
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1. Sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNJ 
2. Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang praktikan peroleh saat kuliah 
3. Agar praktikan mempunyai pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 
secara nyata 
4. Mempelajari situasi suatu bidang pekerjaan dengan mengalami bekerja 
sesuai dengan keahlian dan bidang pendidikannya masing-masing 
5. Mempelajari penerapan bidang akuntansi dalam praktik kerja 
sesungguhnya 
 
Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu:  
1. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan dalam dunia kerja 
yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan  
2. Membiasakan praktikan terhadap dunia kerja secara nyata yang berbeda 
dengan kultur pembelajaran di kelas, dari segi manajemen waktu, 
kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan tekanan yang lebih tinggi 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 
3. Meningkatkan wawasan dan keterampilan bekerja praktikan dalam bidang 
akuntansi 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mahasiswa diharapkan 
memberikan hasil yang positif bagi pihak-pihak yang bersangkutan antara lain 
sebagai berikut:  
1. Bagi Praktikan  
a. Dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khususnya pada 
bidang akuntansi 
b. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan 
sehingga dapat meningkatkan kualitas praktikan. 
c. Mendapatkan pengalaman bekerja secara nyata pada instansi 
pemerintahan 
d. Mengembangkan pola tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi 
seorang pekerja yang professional dan bertanggungjawab.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan di 
lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada 
umumnya, sehingga FE UNJ dapat mencetak lulusan yang kompeten 
dalam dunia kerja  
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh di masa kuliah  
18 
 
c. Mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja 
 
3. Bagi Instansi  
a. Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target 
waktu yang ditentukan  
b. Menjalin hubungan baik antara instansi dengan lembaga perguruan 
tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling 
menguntungkan dan bermanfaat. 
c.  Memungkinkan adanya saran dari mahasiswa pelaksana PKL yang 
bersifat membangun dan menyempurnakan sistem yang ada   
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan melaksanakan kegiatanPraktik Kerja Lapangann (PKL) di 
sinstansi pemerintahan. Berikut ini merupakan data informasi instansi tempat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL):  
Nama Instansi  : Kementerian Keuangan 
Alamat   : Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, 10710 
No. Telp   : 021 - 3449230 
Website   : www.kemenkeu.go.id/  
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Bagian Tempat PKL : Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 
Praktikan melaksanakan PKL di Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Kementerian Keuangan dikarenakan sebagai sarana yang tepat untuk 
mengenal dan memahami serta memperoleh pengalaman mengenai penerapan 
akuntansi pemerintahan.   
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
1. Tahap Persiapan  
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai kegiatan PKL ke 
instansi/perusahaan selama dua bulan dari tanggal 3 Maret 2014 sampai 
dengan tanggal 5 Mei 2014.Setelah menemukan informasi yang sesuai, pada 
tanggal 21 April 2014 praktikan mengajukan permohonan izin PKL ke 
Bagian Akademik Fakultas Ekonomi setelah itu proses diteruskan ke bagian 
BAAK. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat keterangan dari 
Universitas adalah paling lambat 3 hari. Pada tanggal 25 April 2014 surat 
keterangan izin PKL dikirim ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia dengan Nomor: (2274/UN39.12/KM2014). Lalu pada 
tanggal 5 Mei  2014 pihak Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
menginformasikan bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan mulai dari tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 
2014. 
2. Tahap Pelaksanaan  
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Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 1 bulan sejak tanggal 16 
Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014, dengan 5 hari kerja dari hari senin 
sampai haru jum’at, jam kerja mulai pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB. Jam 
istirahat mulai pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB. Pada bulan puasa jam kerja 
dimulai pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIB. Waktu istirahat mulai pukul 12.00 
WIB s.d 12.30 WIB. 
4. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan PKL  
Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 bulan, 
Praktikan memiliki kewajiban kepada Universitas untuk 
memberikanlaporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan di tempat 
Praktikanmelaksanakan PKL. Laporan tersebut adalah merupakan syarat 
mutlakuntuk kelulusan bagi Praktikan sebagai mahasiswa 
PendidikanAkuntansi.Penulisan Laporan PKL dimulai pada tanggal14 
Oktober 2014 sampai  5 November 2014. Penulisan dikerjakan 
menggunakan data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan PKL. 
Kemudian data tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan praktik kerja 
lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Kementerian Keuangan 
Masa Kemerdekaan 
Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera 
memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 
1945.Kota Jakarta dijadikan pusat pemerintahan.Pada masa ini, Gedung 
Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan 
keuangan sehari-hari. Keadaan ekonomi keuangan awal kemerdekaan amat 
buruk, dimana terjadi inflasi yang tinggi yang disebabkan beredarnya tiga buah 
mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, 
mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. 
Mata uang Jepang yang beredar sekitar 4 Milyar dan uang merah NICA 
menyebabkan terjadinya inflasi tinggi.Permasalahan ekonomi ini menyebabkan 
diadakannya rapat tanggal 2 September 1945 oleh BPKKP dan BKR di 
karesidenan Surabaya. Mereka sama-sama menyadari, disamping 
mempertahankan kemerdekaan selain kekuatan bersenjata juga diperlukan 
kekuatan dana untuk membiayai perjuangan itu. 
Dalam wacana mencari dana, terpetik berita mengenai Dr,Samsi , seorang 
ekonom dan tokoh pergerakan cukup terkenal di Surabaya. Pada kabinet 
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presidensial pertama RI 19 Agustus 1945, Soekarno mengangkat Dr. Samsi 
sebagai Menteri Keuangan. Dr. Samsi memiliki peranan besar dalam usaha 
mencari dana guna membiayai perjuangan RI. Ia mendapatkan informasi 
bahwa di dalam Bank Escompto Surabaya tersimpan uang peninggalan 
pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai Jepang. Kedekatannya dengan 
pemerintah Jepang memudahkannya untuk melakukan upaya pencairan dana, 
sehingga dapat digunakan untuk perjuangan. Pada 26 September 1945 Dr. 
Samsi mengundurkan diri dan digantikan oleh A.A. Maramis. 
Pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan 
tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat 
percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan 
G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage 
Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan.Menteri pun 
melakukan penetapan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang 
Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin.Akhirnya, uang 
ORI (Oeang Republik Indonesia) pertama berhasil dicetak.Upaya percetakan 
ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli. 
Pada 14 November 1945 di masa kabinet Sjahrir I, Menteri keuangan 
dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Mr. Sunarjo mengikuti konferensi 
Ekonomi Februari 1946 yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang 
bulat, dalam rangka menanggulangi masalah produksi dan distribusi makanan, 
sandang serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Pada 6 Maret 
1946, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) 
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mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini 
menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya untuk menindaklanjuti pengumuman 
NICA tersebut untuk mengedarkan ORI. Hanya saja, peredaran ORI tersebut 
membutuhkan dana. Langkah awal kabinet Sjahrir adalah menggantikan 
Menteri Keuangan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo.Upaya utama yang 
dilakukan oleh Ir. Surachman untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah, 
melakukan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan BP-KNIP pada Juli 
1946. Selain itu, ia juga melakukan penembusan blokade dengan diplomasi 
beras ke India dan mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika 
yang dirintis oleh para pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh badan 
semi pemerintah bernama Banking and Trading Coorporations dibawah 
pimpinan Soemitro Djojohadikusumo. Ia juga menembus blokade Sumatra 
dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, dengan membuka perwakilan 
dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff). 
Pada 2 Oktober 1946, Menteri keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara. Akhirnya, usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan 
hasilnya dengan diterbitkannya EMISI PERTAMA uang kertas ORI pada 
tanggal 30 Oktober 1946.Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut 
sebagai tanggal beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) dimana uang 
Jepang, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi.ORI pun 
diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia.Mata uang 
yang dicetak itu ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis (15 mata 
uang periode 1945-1947). 
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Pada 30 Oktober disahkan sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia 
oleh presiden berdasarkan lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia, 
yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Uang adalah lambang utama 
suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada 
khalayak umum. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung 
Department of Financien atau gedung Daendels diberi nama gedung A.A 
Maramis. Gedung ini menjadi pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan 
Departemen Keuangan Republik Indonesia saat menjalankan tugasnya sehari-
hari. Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007 
gedung Menteri Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di 
seberang gedung A.A Maramis. 
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang 
pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta merujuk pada surat 
edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SE-11 MK.1/2010 
tentang perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian 
keuangan, maka sejak 2009, Departemen Keuangan resmi berubah nama 
menjadi Kementerian Keuangan. 
 
Visi dan Misi Kementerian Keuangan 
Visi :  Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia 
yang inklusif di abad ke-21 
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Misi: 
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui 
pelayanan prima dan penegakkan hukum yang tegak 
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent 
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 
4. Memastikan dana pendapatan didistribuikan secara efisien dan efektif 
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan 
proposisi nilai pegawai yang kompetitif. 
 
 
Gambar II.1 Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
 
Arti Keseluruhan: 
Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan 
dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian 
Keuangan. 
Nilai-nilai Kementerian Keuangan 
1. Integritas  :  
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta 
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memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral 
2. Profesionalisme :  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan komitmen yang tinggi 
3. Sinergi  : 
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif 
serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepenringan untuk 
menghasilkan karya yang bermanfaat serta berkualitas 
4. Pelayanan  :  
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang 
dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman 
5. Kesempurnaan :  
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang unttuk menjadi dan 
memberikan yang terbaik 
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B. Struktur Organisasi 
 
 
Gambar II.2 
Struktur Organisasi Kementerian Keuangan 
Sumber: www.kemenkeu.go.id/ 
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Gambar II.3 
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 
Sumber: www.setjen.go.id/ 
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Gambar II.4 
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan 
Sumber: www.kemenkeu.go.id/ 
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Gambar II.5 
Struktur Organisasi Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Sumber: Data diolah penulis 
 
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai 
tugasmelaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:   
a. Penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Sekretariat Jenderal  
b. Penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Kementerian Keuangan 
c. Penyusunan laporan keuangan Kementerian meliputi Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan 
d. Pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi 
Bagian Akuntansi 
dan Pelaporan 
Keuangan Sub Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan III 
 
Sub Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan II 
 
Sub Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan I 
 
Sub Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan IV 
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e. Penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
sistem akuntansi lingkup Kementerian 
f. Penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau 
monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa 
 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di 
bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:   
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan 
kekayaan negara 
b. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Keuangan 
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan 
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian Keuangan di daerah 
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional 
f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.  
 
Berdasarkan Pasal 6, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
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administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian 
Keuangan.  
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan 
b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan 
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan 
dokumentasi Kementerian Keuangan 
d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, 
dan hubungan masyarakat 
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan 
hokum 
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 
 
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan 
penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana 
kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, penyusunan 
anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan 
Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan 
Keuangan Kementerian.  
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Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Keuangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan penyusunan rencana rencana jangka menengah, jangka pendek, 
dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya 
b. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 
Kementerian 
c. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian 
d. pelaksanaan akuntansi anggaran Kementerian serta pelaporan keuangan 
Kementerian 
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro 
 
Nama Jabatan  : Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Ikhtisar Jabatan  :Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan 
keuangan Kementerian Keuangan 
Tujuan Jabatan  : Koordinasi penyelenggara sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan lingkup Kementerian Keuangan yang efektif dan optimal, 
Pembinaan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup 
Kementerian Keuangan yang efektif dan optimal, Terlaksananya 
pendampingan penyususnan laporan keuangan dan pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan yang efektif dan optimal, Pemantauan dan evaluasi 
penyusunan laporan keuangan pada seluruh unit akuntansi lingkup 
Kementerian Keuangan yang efektif dan optimal, tersajinya laporan Keuangan 
Kementerian Keuangan sesuai dengan Standa Akuntansi Pemerintah dan 
34 
 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak lanjut hasil reviu dan hasil 
pemeriksaan yang benar dan sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal dan 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Uraian Tugas dan Kegiatan : 
1. Menyusun bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Biro,Renstra 
Biro, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro, dan Penetapan Kinerja (PK) 
Biro, dan LAKIP Perencanaan dan Keuangan 
2. Menatausahakan seluruh dokumen atau Arsip Data Komputer (ADK) 
pelaporan keuangan dan memantau ketepatan waktu pelaporan keuangan 
lingkup Kementerian Keuangan 
3. Menganalisis Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015, Bagian Anggaran 
999.07, dan Bagian Anggaran 999.08 UAPPA-E1 lingkup Kementerian 
Keuangan dalam rangka konsolidasi dalam Laporan Keuangan UAPA 
Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015, Bagian Anggaran 999.07, 
dan Bagian Anggaran 999.08 
4. Melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAPPA-E1 Bagian 
Anggaran 015, Bagian Anggaran 999.07, dan Bagian Anggarab 999.08 
lingkup Kementerian Keuangan untuk disajikan menjadi Laporan 
Keuangan UAPA Kementerian Keuangan (Triwulanan,Semesteran dan 
Tahunan) 
5. Menyiapkan pelaksanaan dan memberikan pelayanan dalam rangka reviu 
Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 
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6. Menyusun tangggapan temuan hasil reviu Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan dan mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu 
Inspektorat Jenderal 
7. Menyiapkan pelaksanaan dan memberikan pelayanan audit Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan 
Keuangan Kementerian Keuangan agar pelaksana audit berlangsung lancar 
8. Menyusun tanggapan/tindak lanjut temuan hasil audit BPK-RI atas 
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 
9. Menyusun laporan realisasi anggaran belanja bulanan Kementerian 
Keuangan secara lengkap, akurat dan tepat waktu 
10. Menyusun laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulanan 
Kementerian Keuangan secara lengkap, akurat dan tepat waktu 
11. Menyusun laporan piutang semesteran Kementerian Keuangan secara 
lengkap, akurat dan tepat waktu 
12. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Kementerian 
Keuangan 
13. Melaksanakan rekonsiliasi Aset Kementerian Keuangan 
14. Menyusun data realisasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk bahan 
rekonsiliasi agar dapat disajikan data akurat dan lengkap sebelum 
ditetapkan perhitungan rampungnya 
15. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi 
dan penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 lingkup Kementerian 
Keuangan 
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16. Memberikan pelayanan Help Desk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
lingkup Kementerian Keuangan 
17. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 
18. Menyusun bahan masukan Manajemen Resiko Biro Perencanaan dan 
Keuangan 
19. Menyusun bahan masukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro 
Perencanaan dan Keuangan 
20. Membimbing dan membina pada Bagian Akuntansi Pelaporan Keuangan 
agar mematuhi ketentuan kepegawaian yang berlaku, serta meningkatkan 
motivasi dan prestasi kerja 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal 
tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara yang mensyarakan bentuk da nisi laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
Kemeterian keuangan adalah salah satu entitas pelaporan yang 
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan 
keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan 
informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana 
untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi 
pengelolaan keuangan Negara pada Kementerian Keuangan. Disamping itu 
laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 
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manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang praktikan lakukan di Bagian 
Akuntansi dan Pelaporan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, bidang 
pekerjaan yang praktikan lakukan adalah pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan. Pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tugas dan fungsi 
utamanya adalah sebagai penyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 
dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Periode penyusunan Laporan 
Keuangan Kementerian Keuangan terdiri dari periode triwulan I, semester I, 
Triwulan III dan Tahunan. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 
RI terdiri dari hasil pemeriksaan interim dan laporan hasil pemeriksaan final 
periode tahunan yang didalamnya terdapat opini yang diberikan oleh BPK RI atas 
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. 
Di bulan ini praktikan fokus pada : 
1. Pembuatan Laporan Keuangan semester I TA 2014 Kementerian 
Keuangan; 
2. Penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 
tahun 2013. 
Pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari 4 subbagian 
yang masing-masing subbagian bertanggung jawab terhadap laporan keuangan 
eselon I Kementerian Keuangan, sebelum dikompilasi menjadi Laporan Keuangan 
Kementerian Keuangan. Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian Keuangan, pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan dibagi-bagi 
berdasarkan pos neraca dan LRA. Masing-masing pos tersebut terdiri dari dua 
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sampai tiga orang yang bertanggung jawab (PIC). Praktikan mendapat bagian 
pada pos Aset Lancar dalam neraca dan ini adalah bidang kerja yang dilakukan 
Praktikan selama melaksanakan program PKL : 
1. Melakukan verifikasi, rekonsiliasi data audited terkait Aset lancar tahun 
2013 yang akan dipakai sebagai saldo awal tahun 2014. 
2. Setelah proses verifikasi dan rekonsiliasi data audited diturunkan ke 
masing-masing eselon I. dalam hal ini praktikan fokus pada unit eselon I 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 
3. Melakukan verifikasi dan pembagian data LHP Kepatuhan atas hasil 
pemeriksaan BPK per masing-masing eselon I Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Utang (DJPU) 
4. Melakukan verifikasi dan pembagian data LHP SPI (Sistem Pengendalian 
Internal) atas hasil pemeriksaan BPK per masing-masing eselon I 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 
5. Setelah di verifikasi dan dibagi, data LHP Kepatuhan dan LHP SPI 
tersebut diturunkan ke eselon Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
(DJPU) 
6. Kompilasi dan verifikasi Kertas Kerja kas (bendahara penerimaan dan 
bendahara pengeluaran). 
7. Melakukan kompilasi dan verifikasi kertas kerja piutang dan penyisihan 
piutang 
8. Melakukan kompilasi dan verifikasi kertas kerja kas pada Badan Layanan 
Umum (BLU). 
9. Melakukan kompilasi dan verifikasi terhadap kertas kerja akrual. 
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10. Melakukan kompilasi dan verifikasi terhadap kertas kerja bagian lancar 
tagihan tuntutan ganti rugi (TGR). 
11. Finalisasi data aset lancar dalam neraca untuk penyajian Laporan 
Keuangan Kementerian semester I tahun 2014 
12. Pembuatan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) semester I tahun 
2014. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Sebelum melakukan pekerjaan praktikan diberikan gambaran umum 
mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan proses penyusunan laporan 
keuangan yang berjenjang dari tingkat satker, kanwil, eselon I, sampai dengan 
tingan Kementerian. 
Praktikan mempelajari standar Akuntansi Instansi Pemerintah sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) dan peraturan menteri keuangan No. 171/PMK.05/2007 
tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana 
terakhir diubah dengan peraturan menteri keuangan No. 233/PMK.05/2011 dan 
peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan penyusunan laporan 
keuangan.  
Praktikan menganalisis laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-
masing unit eselon I khususnya terkait asset lancar dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
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1. Mencetak neraca percobaan audited 2013 dalam hal ini eselon I 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 
2. Mencocokan angka antara neraca percobaan pada unit eselon I dengan 
neraca percobaan tingkat kementerian, apabila terdapat perbedaan maka 
neraca percobaan tingkat eselon I harus menyesuaikan dengan neraca 
percobaan tingkat  kementerian. 
3. Melakukan kompilasi kertas kerja kas yang dibuat oleh eselon I yang 
merupakan kompilasi data dari tingkat satker, kanwil, sampai dengan 
eselon I. 
4. Melakukan kompilasi kertas kerja piutang yang dibuat oleh eselon I yang 
merupakan kompilasi data dari tingkat satker, kanwil, sampai dengan 
eselon I. 
5. Melakukan kompilasi kertas kerja akrual yang dibuat oleh eselon I yang 
merupakan kompilasi data dari tingkat satker, kanwil, sampai dengan 
eselon I. 
6. Setelah pekerjaan tersebut selesai praktikan ikut dalam rapat persiapan 
monitoring kesiapan penyusuna laporan keuangan Kementerian Keuangan 
periode semester I TA 2014 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI 
TA 2013. 
7. Praktikan diberikan penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi yang menjadi 
tools dalam penyusunan laporan keuangan. Aplikasi tersebut antara lain 
aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK-BNN dan aplikasi SAKPA 
Melakukan kompilasi ADK SAKPA terkait Aset Lancar dari masing-
masing eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). 
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1. Meminta data ADK dari masing-masing eselon I dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) lalu kita 
mengkompilasi data tersebut pada tingkat kementerian. 
2. Mencocokan antara data ADK dari masing-masing eselon I dalam hal 
ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dengan hardcopy 
yang disampaikan. Apabila terdapat perbedaan antara data ADK dan 
hardcopy, meminta penjelasan kepada unit eselon I atas perbedaan 
tersebut. Hal ini untuk memastikan ke validan data yang disampaikan 
oleh unit eselon I kepada kementerian. 
Penggabungan kertas kerja dari tingkat eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Utang (DJPU) menjadi tingkat kementerian. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak terlepas dari 
berbagai macam kesulitan. Adapun kendala-kendala yang praktikan hadapi 
adalah : 
1. Kurangnya sarana dan prasarana di bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan 
2. Penggunaan istilah yang cukup sulit dilakukan dilakukan oleh praktikan 
karena  penggunaan beberapa istilah dalam akuntansi yang sebelumnya 
belum pernah dipelajari. 
3. Praktikan membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dalam 
Melakukan pengecekan kertas kerja 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
Dari kendala yang dihadapi diatas, maka langkah-langkah untuk 
menghadapi kendala tersebut adalah: 
1. Karena kurangnya sarana dan prasarana di bagian Akuntansi dan Pelaporan 
keuangan, maka praktikan harus membawa sendiri seperti laptop 
2. Praktikan mempelajari dan banyak bertanya mengenai istilah-istilah yang 
ada dalam instansi tersebut. 
3. Paktikan harus meningkatkan konsentrasi dan ketelitian sehingga dapat 
meminimalisir kesalahan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan untuk 
mengaplikasikan semua ilmu yang telah di dapat selama proses tatap muka 
perkuliahan, tidak hanya itu dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini maka mahasiswa diharapkan mampu mengenal lebih jauh serta 
gambaran dari lingkungan kerja sebuah instansi atau perusahaan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemerintahan yang 
berugas dalam pembuatan Laporan Keuangan. Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan beralamat di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Telepon (021) 3449230 
Faksimile (021) 3453710. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
praktikan ditempatkan di bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Praktikan 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan yakni sejak 
tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014. 
Dengan kegiatan PKL ini praktikan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu 
pengetahuan yang sebelumnya sudah di dapat pada saat perkuliahan sehingga 
praktikan dapat menambah pengetahuan yang lebih serta dapat meningkatkan 
keterampilan.Dari kegiatan PKL ini praktikan mamahami mengenai perbedaan 
akuntansi secara komersial dan akuntansi secara pemerintahan.Disini praktikan 
mdapat memahami istilah-istilah mengenai akuntansi pemerintahan yang 
sebelumnya belum diketahui. 
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B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dan untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang jauh lebih baik lagi bagi semua pihak. Khususnya bagi mahasiswa yang 
berminat untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat 
Jendral Kementerian Keuangan. Maka praktikan memberikan saran yang 
diharapkan dapat berguna dikemudian hari. Adapun saran yang diberikan 
praktikan ialah sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa  
a. Bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
hendaknya benar-benar mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan 
yang sudah didapat selama perkuliahan tatap muka. 
b. Memilih tempat untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang sesuai 
dengan minat masing-masing dan berkonsultasi terlebih dahulu mengenai 
tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dituju. 
c. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), hendaknya 
mahasiswa dapat menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan tempat Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memperbanyak kerjasama baik dengan instansi pemerintahan maupun 
perngusahaan-perusahaan swasta 
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b. Meningkatkan pelayanan akademik agar dapat mencetak lulusan yang 
sesuai dengan permintaan dunia kerja 
3. Bagi Instansi : 
a. Diharapkan instansi dapat memberikan kepercayaan kepada mahasiswa 
yang sedang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan 
memberikan tugas kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat menerapkan 
ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi. 
b. Kondisi lingkungan kerja yang ada harus terus ditingkatkan agar para 
pegawai merasa nyaman dalam bekerja 
c. Instansi dapat mempertimbangkan lapangan pekerjaan bagi praktikan 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 2   Surat Keterangan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3   Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 4   Penilaian PKL 
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Lampiran 5 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan PKL 
No 
Bulan/ 
Kegiatan 
April 
2014 
Mei 
2014 
Juni 
2014 
Juli 
2014 
Agustus 
2014 
Septembe
r 2014 
Oktobe
r 2014 
Novembe
r 2014 
1 
Pendaftaran 
PKL 
        
2 
Kontrak 
dengan 
perusahaan 
tempat PKL 
        
3 
Surat 
permohonan  
PKL ke 
perusahaan 
        
4 
Pelaksanaan 
Program 
        
5 
Penulisan 
laporan PKL 
        
6 
Penyerahan 
laporan PKL 
        
7 
Koreksi 
laporan PKL 
        
8 
Penyerahan 
koreksi 
laporan PKL 
        
9 
Batas akhir 
penyerahan 
laporan PKL 
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Lampiran 6   Jadwal Kegiatan Harian PKL 
 
KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN 
BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPOTAN KEUANGAN 
 
NO. HARI / TANGGAL KEGIATAN 
1 Senin, 16 Juni 2014 - Penyampaian gambaran umum mengenai 
sistem akuntansi pemerintah pusat dan 
mekanisme penyusunan laporan keuangan 
Kementerian keuangan 
2 Selasa, 17 Juni 2014 - Mempelajari peraturan pemerintah No. 71 
tahun 2010 tentang standar akuntansi 
pemerintahan 
3 Rabu, 18 Juni 2014 - Mempelajari peraturan menteri keuangan 
No. 171/PMK.05/2007 
4 Kamis, 19 Juni 2014 - Mempelajari aplikasi persediaan, SIMAK-
BMN 
- Mempelajari aplikasi persediaan SAKPA 
5 Jumat, 20 Juni 2014 - Mempelajari kertas kerja pendukung proses 
penyusunan laporan keuangan khususnya 
untuk pos neraca asset lancar yang terdiri 
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dari kertas kerja kas, piutang dan akrual. 
6 Senin, 23 Juni 2014 - Melanjutkan mempelajari kertas kerja 
pendukung proses penyusunan laporan 
keuangan khususnya untuk pos neraca asset 
lancar yang terdiri dari kertas kerja kas, 
piutang dan akrual 
7 Selasa, 24 Juni 2014 - Melakukan verifikasi terhadap data yang 
disampaikan unit eselon I dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
(DJPU) 
 Verifikasi terhadap saldo kas di bendahara 
pengeluaran adalah sebesar saldo UP dan 
TUP 
 
8 Rabu, 25 Juni 2014 - Melanjutkan verifikasi terhadap data yang 
disampaikan unit eselon I dalam ini 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
(DJPU) 
 Mencocokkan antara LPJ Bendahara dan 
rekening Koran 
9 Kamis, 26 Juni 2014 - Melakukan penelitian posisi kas yang ada 
pada rekening Koran bendahara dan 
register berita acara penutupan kas telah 
sesuai dengan LPJ Bendahara 
56 
 
10 Jumat, 27 Juni 2014 - Melakukan konfirmasi ke unit eselon I atas 
selisih pada hasil rekonsiliasi yang 
seblumnya sudah dilakukan penelitian hsil 
rekonsiliasi unit selon I dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
(DJPU) dengan Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan. 
11 Senin, 30 Juni 2014 - Melakukan verifikasi terhadap kertas kerja 
kas yang disampaikan unit eselon I dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Utang (DJPU) 
12 Selasa, 01 Juli 2014 - Melakukan verifikasi terhadap kertas kerja 
piutang yang disampaikan oleh unit eselon 
I. 
13 Rabu, 02 Juli 2014 - Melakukan verifikasi terhadap kertas kerja 
akrual yang disampaikan unit eselon I 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
(DJPU) 
14 Kamis, 03 Juli 2014 - Melanjutkan Melakukan verifikasi terhadap 
kertas kerja piutang, apakah telah dilakukan 
penyisihan piutang 
15 Jumat, 04 Juli 2014 - Melakukan pengecekan kertas kerja piutang 
apakah ada jaminan yang mengurangi nilai 
piutang sebelum penyisihan piutang 
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16 Senin, 07 Juli 2014 - Melakukan verifikasi terhadap kertas kerja 
piutang dan perhitungan penyisihan piutang 
apakah telah sesuai dengan yang diinput 
pada aplikasi SAKPA 
17 Selasa, 08 Juli 2014 - Melakukan analisis terhadap kertas kerja 
penyisihan piutang apakah kualitas yang 
disajikan sesuai dengan ketentuan yaitu 
kualitas lancar, kurang lancar, diragukan, 
macet 
18 Rabu, 09 Juli 2014 - Memastikan besaran persentase penyisihan 
piutang telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku yaitu untuk kualitas lancar 
penyisihan sebesar 5 per mil, kualitas 
kurang lancar 10%, kualitas diragukan 50% 
dan kualitas macet 100% 
19 Kamis, 10 Juli 2014 - Memastikan nilai bagian lancar tagihan 
tuntutan ganti rugi (TGR) yang merupakan 
saldo tagihan TGR yang akan jatuh tempo 
dalam waktu 12 bulan setelah tanggal 
neraca 
- Memastikan nilai penyisihan piutangnya 
20 Jumat, 11 Juli 2014 - Melakukan analisis terhadap nilai 
persediaan pada unit eselon I apakah nilai 
tersebut merupakan hasik stock opname 
58 
 
yang dinilai berdasarkan harga 
pembelian/perolehan terakhir. Nilai 
tersebut dibandingkan antara nilai pada 
aplikasi persediaan dengan nilai pada berita 
acara stock opname 
21 Senin, 14 Juli 2014 - Melakukan konfirmasi ke unit eselon I 
dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Utang (DJPU) terkait tindak 
lanjut temuan pemeriksaan BPK RI TA 
2013 
22 Selasa, 15 Juli 2014 - Membantu membuat matriks rencana 
tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 
BPK RI yang disampaikan oleh unit eselon 
I 
23 Rabu, 16 Juli 2014 - Melanjutkan Membantu membuat matriks 
rencana tindak lanjut hasil temuan 
pemeriksaan BPK RI yang disampaikan 
oleh unit eselon I 
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Lampiran 7   Sertifikat Hasil dari PKL 
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Lampiran 8   Jurnal Koreksi BPK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
Lampiran 9 Kertas Kerja Laporan Keuangan 
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Lampiran 10 Rincian Neraca DJPU TA 2013 
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Lampiran 11 Calk DJPU TA 2012 
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Lampiran 12 LHP Pemeriksaan BPK 
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Lampiran 13 Aplikasi SIMAK-BMN 
 
 
 
